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MOTTO 

 

‘’Harga Kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah diperbuatnya” 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 

bimbang.Teman yang paling setia,hanyalah keberanian dan keyakinan yang 

teguh” 

(Andrew Jackson) 

 

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 

yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan,entah mereka 

menyukainya atau tidak” 

(Aldus Huxley) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana 

otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset 

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan  bupati sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 peraturan 

ini,badan pengelola keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi yaitu perumusan 

kebijakan tekhnis di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset 

daerah,penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pembinaan dan pelayanan tugas di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.05/2007 

tentang Bagan Akun Standar,maka dimungkinkan adanya penyaluran suatu dana 

APBN ke masyarakat secara langsung guna membiayai program pembangunan.Pola 

yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan jenis belanja bantuan sosial yang 

didefinisikan sebagai bantuan melalui transfer uang ,barang atau jasa yang diberikan 

langsung kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial.Sesuai dengan definisinya Bantuan SosialBantuan Sosial adalah pemberian 

uang atau barang dan jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, 

kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.Bantuan sosial 
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dapat direalisasikan  melalui transfer dalam bentuk uang ,barang atau jasa tergantung 

pada kebijakan yang diambil.Berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan 

Prasarana dan Sarana Pertanian,bantuan sosial sebagian besar diarahkan pada pola 

transfer uang melalui rekening kelompok sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. 

Namun terdapat beberapa kegiatan dimana pola bantuan sosial kebijakannya 

dilaksanakan melalui transfer barang/jasa,dalam situasi bahwa komponen kegiatan 

yang dimaksud memang tidak dapat ditangani oleh petani oleh petani/kelompok tani 

selaku kelompok penerima manfaat bantuan sosial.Sedangkan bantuan sosial melalui 

pola transfer barang atau jasa  sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)ataupun Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) 

Lembaga Pendidikan Islam sebagai salah satu lembaga yang mengantarkan 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia perannya di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat yang kian menjemuk tidak bisa diabaikan saja eksistensinya.Bahkan ini 

menjadi lembaga pendidikan yang banyak diminati berbagai strata kehidupan 

masyarakat.Salah satu media yang mendesak untuk meningkatkan kualitas paripurna 

sesuai dengan kebutuhan anak didik adalah tersediannya gedung tempat ibadah yang 

representative gedung mendukung proses peribadatan sehingga tercapai tujuan dari 

negara kita dalam bidang pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

beriman dan bertaqwa. 

Alasan inilah yang melatar belakangi Pemerintah Daerah untuk mengadakan 

program hibah yang salah satu contohnya seperti  perbaikan tempat beribadah di 

tempat yang layak.Karena kondisi tempat-tempat ibadah ini kurang layak yang 

disebabkan oleh bangunannya yang mulai tua dan warna dinding sudah mulai 

memudar. 

Berdasarkan uraian diatas,agar masyarakat lebih memahami tentang program 

hibah untuk perbaikan tempat ibadah,maka penulis tertarik untuk membuat  laporan 

Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “PROSEDUR ADMINISTRASI DANA 

BANTUAN SOSIAL (HIBAH) PERBAIKAN TEMPAT IBADAH PADA 
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN 

JEMBER” 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata  

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Untuk mengetahui,memahami dan mengerti secara langsung mengenai 

prosedur administrasi bantuan dana sosial (hibah)  perbaikan tempat ibadah pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. 

 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Kegunaan melaksanakan praktek kerja nyata meliputi: 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan akhir memperoleh gelar Ahli Madya 

Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan 

2. Memperoleh wawasan,pengetahuan dan pengalaman praktis dibidang 

administrasi pada lingkungan kerja di masyarakat. 

 

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan  Prakk Kerja Nyata 

 

1.3.1 Objek Pelaksanaan Kegiatan  Praketk Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keungan dan Aset 

(BPKA) Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Sudarman  No. 1 Jember. 

 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan mulai 29 Februari 2016 sampai 

dengan 31 Maret 2016 dalam jangka aktu 1 (satu) bulan atau 144 jam kerja 

efektif,sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember. 
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Adapun jam kerja pada Pemerintahan  Daerah sebagai berikut: 

 

Senin – Kamis  : Kerja Pukul 06.45 - 15.00 

  Istirahat Pukul 12.00 - 13.00 

Jumat   : Kerja Pukul 06.30 – 15.00 

  Istirhat Pukul 11.30 – 13.00 

Sabtu-Minggu  : Libur 

 

1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut : 

 

Tabel  1.4 : Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

NO Jenis Kegiatan Minggu 

1 2 3 4 

1 Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada 

Instansi yang terkait,mengurus surat ijin 

PKN dan membuat Posedur PKN 

 

X 

 

   

2 Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  

(BPKA) Kabupaten Jember 

 

X 

   

3 Pengarahan dan Penjelasan tentang 

gambaran umum dari Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten 

Jember 

 

X 

 

X 

  

4 Menerima penjelasan mengenai gambaran 

umum Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset 

  

X 

 

 

 

 

5 Melakukan pengamatan mengenai kegiatan 

BPKA khususnya terkait dengan Mekanisme 

Pencairan Dana Bantuan Sosial dan Hibah 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

6 Melaksanakan Penginputan dan Percetakan 

Formulir SP2D (Surat Perintah Pencairan 

Dana) 

  

X 

 

 

X 

 

X 

7 Penyusunan Laporan PKN   X X 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

 

Secara umum prosedur adalah kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya, 

yang meliputi suatu sub fungsi pada suatu fungsi tertentu.Kemudian prosedur dapat juga 

diartikan sebagai suatu kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam 

suatu perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-

ulang. 

 

Beberapa ahli memiliki pandangan masing-masing  terhadap definisi prosedur.Berikut 

pengertian prosedur menurut para ahli : 

1. Mulyadi (2001:5) 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan krelikal , yang biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

 

2. Azhar Susanto (2007:264) 

Prosedur adalah rangkaian kegiatan atau aktifitas yang dilakukan secara berulang-

ulang dengan cara yang sama. 

 

3. M.Nafarin (2008:84) 

Mendefinisikan bahwa prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tegas yang saling 

berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya seragam. 

 

4. Ardiyose (2008:734) 

Mendefinisikan prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian 

tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang 
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ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi 

berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. 

 

Dari pengertian prosedur di atas  maka dapat disimpulkan prosedur adalah 

Suatu rangkaian aktifitas yang melibatkan beberapa orang dalam suatu lembaga atau lebih 

agar terjadi suatu penanganan yang seragam atas segala kegiatan yang berlangsung secara 

berulang-ulang dalam lembaga itu sendiri. 

 

2.1.1 Karakteristik Prosedur (Gie, The Liang:2000) 

 

Berikut ini dalah beberapa karakteristik prosedur ,diantaranya adalah : 

a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 

b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan 

biaya yang seminimal mungkin. 

c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 

d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan  dam tanggung jawab. 

e. Prosedur menunjukkan tidak adanya  keterlambatan atau hambatan. 

 

2.1.2 Manfaat Prosedur (Gie, The Liang:2000) 

 

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya : 

 

a. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang. 

b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas sehingga 

menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan seperlunya saja. 

c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh 

pelaksana. 

d. Membantu dalam usaha peningkatan produktifitas kerja yang selektif dan efisien. 

e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila 

terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan dalam tugas  
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dan fungsinya masing-masing.Prosedur merupakan rangkaian kegiatan dan yang 

biasanya melibatkan beberapa orang untuk mendapatkan keseragaman dalam 

melakukan transaksi yang terjadi. 

 

2.2 Pengertian Administrasi 

 

Secara etimologis istilah administrasi ini dikenal  dari bahasa Belanda 

Yang telah menjajah Indonesi selama 300 tahun , dimana pada waktu itu proses transformasi 

tatanan kehidupan.Sebagai akibat sejarah masa itu, masyarakat di Indonesia mengenal istilah 

bahasa Belanda Administratie yang sudah umum diucapkan dan ditulis dalam bahasa 

Indonesia Administrasi. 

 

Administrasi adalah kegiatan yang mencakup ketatausahaan,manajemen dan organisasi, serta 

manajemen terhadap unsur-unsur organisasi. Di Inggris administrasi terdengar lazim dengan 

bahasa resmi Inggris Administration yang diartikan to manage (mengelola) atau direct 

(menggerakkan). 

Berikut pengertian administrasi berdasarkan pemahaman di atas menurut para ahli : 

a. Pengetian administrasi dalam arti sempit (Poerwanto,2006:11) 

Administrasi adalah tata usaha atau pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan 

manusia, peralatan dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi. 

 

 

b. Pengetian administrasi dalam arti luas (Poerwanto,2006:11) 

Administrasi adalah proses kerja sama sistematis dari sekelompok manusia yang 

beriteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara 

efektif, efisien dan saling menguntungkan serta berkelanjutan. 

 

c. (Siagian,2001:2) 

Mengemukakan bahwa administrasi di definisikan sebagai proses keseluruhan proses 

kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu 
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dalam rangka pecapaian tujuan dan telah ditetapkan sebelumnya dengan 

memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna. 

 

d. (Siagian,2001:2) 

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau 

lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

 

Setelah mengetahui pengertian administrasi menurut beberapa ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu tata usaha  atau proses kerja sama dalam suatu 

instansi maupun perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 

2.3 Unsur-unsur Administrasi 

 

Administrasi terdapat unsur-unsur tata tertib yang merupakan satu kesatuan yang saling 

berkaitan erat dan saling menjunjung dalam memegang seluruh prospek pekerjaan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

 

Adapun unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Pengorganisasian 

Yaitu rangkaian pembuatan menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi 

setiap kegiatan dari usaha kerjasama yang bersangkutan. 

b. Manajemen 

Yaitu rangkaian pembuatan yang menggerakan karyawan  dan segenap fasilitas kerja 

agar tujuan kerjasama itu benar-benar tercapai. 

c. Tata Hubungan 

Yaitu rangkaian pembuatan dan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang 

diperlukan dalam usaha kerjasama. 

d. Kepegawaian 
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Yaitu rangkaian pembuatan yang mengatur dan mengurus tenaga kerja yang 

diperlukan dalam usaha kerjasama. 

e. Keuangan 

Yaitu kegiatan pembuatan yang mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha 

kerjasama. 

 

f. Pembelanjaan 

Yaitu rangkaian pembuatan yang mengadakan , mengatur pemakaian, mendaftar, 

memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan dalam usaha kerjasama. 

g. Tata Usaha 

Yaitu rangakaian pembuatan yang menghimpun  yang menciptakan hubungan baik 

dan dukungan masyarakat dalam kerjasama. 

h. Perwakilan 

Yaitu rangkaian pembuatan yang menciptakan hubungan baik  dan dukungan 

masyarakat dalam kerjasama. 

 

Semua unsur administrasi di atas memiliki hubungan yang sangat erat,sehingga 

menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. 

Unsur-unsuar administrasi tersebut memegang keseluruhan proses dalam pekerjaan yang 

dilakukan sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu 

instansi guna memenuhi  sistem administrasi  secara baik dan benar serta sistematis. 

 

2.3.1 Fungsi Administrasi 

 

Menurut Baridwan (2006:4) ada 5 jenis administrasi perkantoran : 

 

a. Fungsi Rutin 

Yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal yang 

mencakup pengarsipan. 

b. Fungsi Teknis 
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Yaitu yang membutuhkan pendapat , keputusan dan keterampilan  perkantoran yang 

memadai, seperti familieritas dan software. 

c. Fungsi Analisis 

Yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif yang disertai 

kemampuan mengambil keputusan dan menganilisis laporan maupun membuat 

keputusan pembelian. 

d. Fungsi Interpersonal 

Yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan 

keputusan serta keterampilan berhubungan dengan orang lain,seperti 

mengkoordinasikan tim proyek. 

e. Fungsi Majerial 

Yitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan 

pemotivasian, seperti pembuatan anggaran, dan mengevaluasi karyawan. 

 

Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan di atas, maka secara sederhana 

ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi adalah: 

1. Kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang. 

2. Kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerjasama secara terstruktur. 

3. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan. 

4. Untuk mencapai tujuan memanfaatkan kerja secara terstruktur. 

Dengan demikian dapat dirumuskan suatu batasan tentang administrasi yaitu kegiatan 

kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana 

ditemukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya - sumber daya untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

2.3.2 Tujuan Administrasi 

 

Menurut The Liang Gie (1993:1), tujuan administrasi diartikan dalam beberapa hal 

yaitu sebagai berikut: 

a. Usaha penertiban alat-alat yang mungkin terjadi. 
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b. Menghimpun suatu ketentuan di dalam melaksanakan suatu kebijakan usaha dari segi 

pengoranisasian perusahaan. 

c. Mendayagunakan alat-alat tersebut sehingga dapat berjalan  dengan sempurna 

sehingga mencapai sasaran. 

 

Salah satu dasar penting dari kegiatan administrasi adalah tujuan.Tujuan menjadi 

arahan pembuatan kebijakan operasional dan pelaksanaan  proses kerjasama.Kegiatan 

administrasi baik pada tingkat kebijakan maupun pelaksanaan dan pengendalian 

dilakukan dalam sebuah sistematika organisai. Artinya bahwa keseluruhan merupakan 

sebuah rangkaian yang dilaksanakan secara berurutan berdasarkan nilai-nilai dan aturan 

yang telah disusun dalam suatu kesatuan fungsi dan tanggung jawab,berkelanjutan, dan 

terukur hasilnya. 

2.4 Pengertian Bantuan Sosial 

 

Bantuan Sosial adalah pemberian uang atau barang dan jasa dari pemerintah daerah 

kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus 

dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya 

kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat 

sebagai dampak krisis sosial,krisis ekonomi,krisis politik,fenomena alam dan bencana 

alam yang tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat 

hidup dalam kondisi wajar. 

 

2.4.1 Pemberian Dana Bantuan Sosial 

 

Pemerintah Daerah (PEMDA) dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau 

kelompok masyarakat yang meliputi : 
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a. Individu,keluarga dan masyarakat yang mengalami keadan yang tidak stabil sebagai 

akibat dari krisis sosial,,ekonomi,politik,bencana,atau fenomena alam agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidup minimum. 

b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan,keagamaan,dan bidang lain yang 

berperan untuk melindungi individu,kelompok, dana tau masyarakat dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

 

2.4.2 Kriteria Pemberian Dana Bantuan Sosial 

 

Kriterian pemberian dana bantuan sosial sekurang-kurangnya harus berdasarkan 

sebagai berikut : 

a. Selektif : ditujukan untuk melindung dari resiko sosial. 

b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial. 

c. Bersifat sementara diartiakan tidak wajib dan tidak harus berulang setiap tahun 

anggaran diartikan dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai lepas dari resiko 

sosial kecuali dalam keadaan tertentu dan berkelanjutan. 

d. Sesuai dengan tujuan penggunaannya adalah sebagai berikut : 

1. Rehabilitasi sosial : ditujukan untuk memenuhi dan membangkitkan 

kemampuan seseorang yang mengalami difungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

2. Perlindungan sosial : ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko 

dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,kelompok 

masyarakat,agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal. 

3. Pemberdayaan sosial : ditujukan untuk seseorang atau kelompok 

masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya. 

4. Jaminan Sosial : merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya yang 

layak. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13 

 

  
 

5. Penanggulangan kemiskinan : merupakan kebijakan program atau 

kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga,kelompok,kelompok 

masyarakat yang tidak mempunyai atau memiliki sumber mata 

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

6. Penanggulangan bencana : merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 

untuk rehabilitasi. 

 

2.5 Pengertian Dana Hibah 

 

Hibah adalah pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada 

pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib 

dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

 

2.5.1 Pemberian Hibah 

 

Pemerintah Daerah (PEMDA) dapat memberikan bantuan hibah antara lain  kepada : 

 

1. Hibah Kepada Pemerintah 

Diberikan kepada kesatuan kerja dari kementrian / lembaga pemerintah non 

kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, 

seperti KPUD dalam rangka pemilukada, kepolisian daerah dalam rangka 

pengamanan pemilukada. 

2. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

Diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana 

diamanatkan peraturan perundang-undangan seperti daerah hasil pemekaran. 

3. Hibah Kepada Perusahaan Daerah 
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Diberikan kepada BUMd dalam rangka penerusan hibah yang diterima 

pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan ,seperti PDAM 

4. Hibah Kepada Masyarakat 

Diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang 

perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan 

keolahragaan non-profesional, seperti kelompok petani dari nelayan,industri 

perumahan. 

5. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 

Diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk bedasarkan 

peraturan perundang-undangan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia, 

Badan Narkotika Nasional, Lembaga Penanggulangan HIV/AIDS, PMI. 

 

2.5.2 Kriteria Pemberian Hibah 

 

Kriteria pemberian hibah adalah sebagai berikut : 

a. Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan . 

b. Tidak wajib dan tidak mengikat. 

c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

 

2.5.3 Syarat Penerimaan Hibah 

 

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang tertentu yang memiliki 

kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian 

adat istiadat dan keolahragaan non-profesional. Memiliki persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki kepengurusan yang jelas. 

b. Berkependudukan di dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang 

bersangkutan. 
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Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi 

kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.Memiliki syarat 

sebagai berikut : 

a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah (PEMDA) setempat sekurang-kurangnya  

3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi bersangkutan. 

c. Memiliki keskretariatan yang tetap. 

 

2.6 Dasar Hukum Pemberian Dana Bantuan Sosial atau Hibah 

a. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali 

diubah terakhir UU No. 12 Tahun 2008. 

b. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah 

sebagaimana telah dua kali diubah,terakhir Pemendagri No.21 Tahun 2011. 

c. Pemendagri No.32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan daerah Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 

d. Peraturan Bupati Jember Nomo 46 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember. 

e. Keputusan Bupati Jember No.55 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan. 

f. Instruksi Bupati Jember No.1 Tahun 2003 tentang Peningkatan Pelaksanaan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Latar Belakang Sejarah 

Letak Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis 

dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial, sehingga banyak menyimpan 

peristiwa-peristiwa  sejarah yang sangat menarik untuk digali dan dikaji. Tentang nama 

Jember sendiri dan kapan wilayah ini diakui keberadaannya, hingga saat ini memang belum 

diperoleh kepastian fakta sejarahnya. 

Berbagai upaya baik seminar maupun penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga 

penelitian, Perguruan Tinggi maupun oleh sejarawan belum bisa mengungkap kejelasan yang 

pasti tentang kapan Kabupaten Jember ini lahir. Pemkab Jember masih memberi kesempatan 

luas untuk menampung sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan kajian dalam 

menentukan fakta sejarah guna mengetahui kapan hari jadi Kabupaten Jember sebenarnya. 

Sementara ini untuk menentukan hari jadi Kabupaten Jember berpedoman pada 

sejarah pemerintah kolonial Belanda, yaitu berdasarkan Staatsblad nomor 322 tanggal 9 

agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929 sebagai dasar hukumnya. Dalam 

Staatsblad 322 tersebut, dijelaskan bahwa Pemerinth Hindia Belanda telah mengeluarkan 

ketentuan penataan kembali pemerintah desentralisasi REGENSCHAP DJEMBER sebagai 

masyarakat hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan masyarakat kesatuan oleh 

Sekertaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Anglemeene Secretaris) G.R.Erdbrink, 

pada tanggal 21 agustus 1928. 

Mempelajari konsideras Staatsblad Nomor 322 tersebut, diperoleh data yanag 

menunjukkan bahwa Kabupaten Jember menjadi kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri 

dilandasi 2 macam pertimbangan, yaitu : 

1. Pertimbangan Yuridis Konstitusional. 
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Yaitu dengan menunjuk pada Indeche Staas-geeling (IS), suatu Undang-undang pokok 

yang berlaku bagi negara jajahan Wilayah Hindia Belanda Khususnya pasal 112 ayat 

pertama. 

2. Pertimbangan Politis Sosiologi. 

Yaitu denganmendengarkan persidangan antara Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini 

dibuktikan bahwa dari 33 anggota persidangan yang diketahui oleh Bupati pada waktu 

ini (Noto Hadinegoro), 24 diantaranya adalah orang-orang pribumi. Yang unik adalah 

Pemerintah Regenschap Djember pada waktu ini dibebani pelunasan hutang-hutang 

bunganya sepanjang menyangkut tanggungan Regenschap Djember. 

Hal ini yang memeberikan keyakinan kuat kepada kita bahwa secara hukum Kabupaten 

Jember dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1929 dengan sebutan “REGENSCHAP 

DJEMBER”. Sebagai mana lazimnya sebuah peraturan perundang-undangan, supaya semua 

orang mengetahui maka ketentuan penataan kembali pemerintah desentralisasi wilayah 

Kabupaten Jember yang pada waktu itu disebut regenschap, dimuat juga dalam Lembaran 

Negara Pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya perlu diketahui pula bahwa, Staastblad 

Nomor 322 tahun 1929 diatas ditetapkan Cipanas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda 

dengan surat Keputusan Nomor : IX tertanggal 9 Agustus 1928. Pada perkembangannya 

dijumpai perubahan-perubahan sebagai berikut : 

1) Pemerintah Regenschap Jember semula terbagi menjadi 7 wilayah Distrik pada 

tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad Nomor 46 tahun 1941 tanggal 1 

Maret 1941 maka wilayah Distrik dipecah-pecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu : 

a. Distrik Jember, meliputi Onderdistrik Jember, Wirolegi dan Arjasa; 

b. Distrik Kalisat, meliputi Onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe dan 

Sukowono; 

c. Distrik Rambipuji, meliputi Onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli dan 

Jenggawah; 

d. Ditrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo; 

e. Distrik Tanggul, meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru dan Bangsalsari; 

f. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Gumukmas dan Umbulsari; 
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g. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu dan Balung; 

2) Perkembangan perekonomian begitu pesat, mengakibatkan timbulnya pusat-pusat 

perdagangan baru terutama perdagangan hasil-hasil pertanian, seperti padi, palawija 

dan lain-lain, sehingga bergeser pulalah pusat-pusat pemerintah ditingkat distrik, 

seperti Distrik Wuluhan ke Balung, sedangkan distrik Puger bergeser ke Kencong. 

3) Berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 

Kabupatrn di Jawa Timur, menetapkan pembentukan daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan perda) antara lain Daerah 

Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember. 

4) Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1976 tanggal 19 April 1976, 

maka dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru 

sebagai berikut : 

a. Kecamatan Jember dihapus; 

b. Dibentuk 3 Kecamatan baru, masing-masing Sumbersari, Patrang dan Kaliwates, 

sedangkan Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan 

Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi. 

Bersama dengan pembentukan kota Administrasif Jember, Wilayah Kawedanan 

Jember pula dari Jember ke Arjasa yang wilayah kerjanya meliputi Arjasa, Pakusari dan 

Sukowono yang sebelumnya masuk distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan 

tersebut, pada perkembangan berikutnya maka secara Administrasif, Kabipaten Jember 

terbagi menjadi 7 wilayah Pembantu Bupati, 1 Wilayah kota administrasif dan 31 kecamatan, 

yaitu : 

a) Kota Administrasif Jember meliputi Kec. Kaliwates, Patrang dan Sumbersari; 

b) Pembantu Bupati Arjasa, meliputi Kec. Arjasa, Jelbuk, Pakusari dan Sukowono; 

c) Pembantu Bupati Mayang, meliputi Kec. Mayang, Silo, Mumbulsari dan 

Tempurejo; 

d) Pembantu Bupati Rambipuji, meliputi Kec. Rambipuji, Panti, Sukorambi, Ajung 

dan Jenggawah; 

e) Pembantu Bupati di Balung, meliputi Kec. Ambulu, Wuluhan dan Balung; 
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f) Pembantu Bupati di Kencong, meliputi Kec. Kencong, Jombang, Umbulsari, 

Gumukmas dan Puger; 

g) Pembantu Bupati di Tanggul, meliputi Kec. Semboro, Tanggul, Bangsalsari dan 

Sumberbaru. 

Namun dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana tuntutan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak Tanggal 1 Januari 

2001 Pemerintah Kabupaten Jember juga telah melakukan penataan kelembagaan dan 

struktur organisasi, termasuk dihapusnya Kota Administrasif Jember. Demikian juga 

lembaga Pembantu Bupati berubah menjadi Kantor Koordinasi Camat. Namun setelah 

mengevaluasi selama setahun terhadap Implementasi Otoda, Pemkab Jember melalui Perda 

Nomor 12 Tahun 2001 melikuidisi lembaga Kantor Koordinasi Camat. Sehingga dalam 

menjalankan roda Pemerintahan di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember 

telah berhasil menata struktur organisasi dan kelembagaan hingga tingkat pemerintah desa/ 

kelurahan. Seiring dengan perkembangan jaman, lembaga bagian perlengkapan sekretariat 

Kabupaten Hember dihapuskan dan dibentuk baru berdasarkan peraturan Bupati Nomor 56 

2012 yaitu bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupten Jember. 

3.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 

Struktur Organisai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Jember. 
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Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari 

hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja atau orang-orang yang mewujudkan 

wewenang, jabatan dan tanggung jawab masing-masing dslam suatukerja sama. Adanya 

struktur yang baik suatu perusahaan dalam menjalin kerja sama dengan baik, sehingga tujuan 

dari perusahaan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Struktur orgnisasi pada Badan 

Pengelolan Keuangan da Aset (BPKA) Jember yaitu struktur organisasi garis. Pelaksanaan 

perintah pengorganisasian mengalir dari atas ke bawah seperti garis lurus. Bagian-bagian 

yang ada langsung bertanggung jawab kepada kabid-kabid yaitu kabid anggaran, kabid 

perbendaharaan, kabid akuntansi dan kabid pengelola aset. Adapun struktur organisasi Badab 

Pengelolaan Keungan dan Aset (BPKA) Jember, dapat dilihat pada gambar berikut : 

Pembagian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Jember. 

1. Kepala Badan 

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset yang 

meliputi penyusustan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, 

penatausahaan APBD, akuntansi keuangan aset daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan 

APBD, pembinaan administrasi dan pembinaan pengelolaan keuangan badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD). 

Kepala badan mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusutan APBD; 

b. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 

c. Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Aanggaran (DPA)/ Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyedian Dana (SPD); 

f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


22 

 

  
 

h. Pemrosesan usulan penunjukan Pengelola Keuangan Daerah; 

i. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas; 

j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 

k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP); 

l. Pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 

(PFK); 

m. Pelaksanaan restitui/ pengembalian kelebihan pendapatan; 

n. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah; 

o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah; 

p. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

q. Penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah; 

r. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah; 

s. Pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Pembendaharan 

dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR); 

t. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah; 

u. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan 

v. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

2. Sekertariat 

Sekertariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

kegiatan administrasi umum kepegawaian, perlengkapan, penyusutan program dan 

keuangan. 

Sekertariat dipimpin oleh Sekertaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan. 

Sekertariat mempunyai fungsi : 

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 
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c. Pengelolaan administrasi keuangan; 

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan; 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga; 

f. Pelaksanaan koordinasi penyusutan program, anggaran dan perundang-undangan; 

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Sekertariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

administrasi umum surat menyurat, naskah dinas, arsip, urusan rumah tangga, hubungan 

masyarakat kepegawaian dan perlengkapan. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi : 

a) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian surat, penggandaan naskah dinas dan 

kearsipan dinas; 

b) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

c) Pelaksanaan tugas dibidang hubungan masyarakat; 

d) Persiapan perencanaan dan pembinaan kepegawaian; 

e) Penyusutan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, 

pengaman, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban 

atas barang-barang inventaris; dan 

f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris. 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas menyusun program, 

mengolah data keuangan, menyusun anggaran Badan selaku SKPD dan PPKD, 
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melaksanakan monitoring dan evaluasi, melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun 

laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 

Sub bagian perencanaan dankeuangan mempunyai fungsi meliputi : 

a) Penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; 

b) Pelaksanaan pengolahan data; 

c) Pelaksanaan perencanaan program; 

d) Penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; 

e) Penghimpunan data dan penyiapan bahan penyusutan anggaran Badan selaku SKPD 

dan PPKD; 

f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 

g) Pelaksanaan penyusunan laporan; 

h) Penyelesaian administrasi keuangan yang meliputi antara lain gaji pegawai, 

perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya; 

i) Penyususnan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

dan 

j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris. 

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekertaris. 

3. Bidang Anggaran 

Bidang anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, 

perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyususnan rancangan APBD dan perubahan 

APBD, memfasilitasi dan membantu Tim Anggaran dalam verifikasi, Rencana Kerja 

Anggaran (RAK), DPA dan DPPA, menyiapkan data untuk penerbitan SPD, anggaran kas. 

Bidang Anggaran mempunyai  fungsi : 

a. Pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan 

perubahan APBD; 
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b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA SKPD; 

c. Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan kepada SKPD dalam penyusunan 

rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan Nota Keuangan Rancangan APBD dan rancangan 

perubahan APBD; 

e. Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan SKPKD; 

g. Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/ DPPA SKPD dan 

SKPKD; 

h. Pelaksanaan penerbitan SPD sebagai pengendalian pelaksanaan APBD; 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan  oleh Kepala Badan; 

Bidang Anggaran, terdiri atas : 

1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan Dan Pembiayaan 

Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, mempunyai tugas menyiapkan 

bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan 

petunjuk teknis rancangan APBD/ perubahan APBD, pembahasan dan verifikasi RKA, 

menyusun anggaran kas, pembahasan dan verifikasi DPA dan DPPA, serta penyempurnaan 

rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD. 

Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi meliputi : 

a) Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk 

teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD terkait dengan 

pendapatan dan pembiayaan; 

b) Penyiapan bahan inventarisasi, menganalisis dan mengolah bahan serta data-data 

pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyususnan rancangan APBD serta 

rancangan perubahan APBD; 

c) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi RKA terkait dengan 

pendapatan dan pembiayaan untuk dibahas bersama tim verifikasi; 
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d) Penyiapan bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan 

rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan; 

e) Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan; 

f) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi DPA dan DPPA terkait 

dengan pendapatan dan pembiayaan untuk dibahas bersama tim verifikasi; 

g) Penyiapan dan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 

terkait dengan pendapatan dan pembiayaan; dan 

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2. Sub Bagian Anggaran Belanja 

Sub Bagian Anggaran  Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan yang berkaitan 

dengan belanja dalam rangka penyusunan petunjuk teknis rancangan APBD /Perubahan 

APBD, penyusunan rancangan APBD/ Perubahan APBD, Pembahasan dan verifikasi RKA, 

penyusunan anggaran kas, pembahasan dan verifikasi DPA dan DPPA, penyempurnaan 

rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD serta penyiapan penerbitan SPD. 

Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai fungsi meliputi : 

a) Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan menyolisasikan petunjuk teknis 

penyusutan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD terkait dengan 

belanja; 

b) Penyiapan bahan inventarisasi, menganalisis dan mengelola bahan serta data belanja 

sebagai bahan penyusunan rancangan APBD serta Perubahan APBD; 

c) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan penelitian RKA terkait dengan belanja 

sebagai bahan penyusunan rancangan APBD  dan Perubahan APBD; 

d) Penyiapan bahan penyusunan konsep Nota Keuangan rancangan APBD dan 

Perubahan APBD terkait dengan belanja; 

e) Penyiapan bahan penyusunan anggaran-anggaran kas belanja; 

f) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi DPA dan DPPA  dalam hal 

belanja untuk dibahas bersama tim verivikasi; 
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g) Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD 

terkait dengan belanja; 

h) Penyiapan bahan penerbitan SPD sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan 

terhadap penyediaan kredit anggaran belanja; dan 

i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. 

4. Bidang Perbendaharaan 

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, 

melaksakanan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan 

dan pengeluaran kas. 

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerahh; 

b. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban 

rekening kas umum daerah; 

c. Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 

d. Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D; 

e. Pelaksanaan verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas 

pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji; 

f. Pelaksanaan verifikasi dan penerbitan SKPP; 

g. Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 

h. Penyusunan laporan aliran kas; 

i. Pelaksanaan pemungutan /pemotongan dan penyetoran PFK; 

j. Pengelolaan piutang dan utang daerah; 

k. Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi 

jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; 
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l. Pelaksanaan rekonsiliasi dan penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan 

pemotongan atas SP2D dengan instansi tersebut; 

m. Penyusutan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas; 

n. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah; dan 

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberian oleh Kepala Badan. 

Bidang Perbendaharaan, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Pengelolaan Kas 

Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas meneliti dokumen atau penerimaan 

uang daerah, melaksanakanpembukuan dan pengadministrasian  penerimaan dan 

pengeluaran daerah, melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas, 

melaksanakan analisa pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka 

pendek, melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah, menyusun laporan aliran kas 

secara periodik dan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK seluruh SKPD. 

Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai fungsi meliputi : 

a) Penelitian dokumen atau penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer 

sesuai dengan rekening kas umum daerah; 

b) Pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah 

yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas; 

c) Pemeriksaan, penganalisaan dan pengevaluasian pertanggungjawaban pendapat/ 

penerimaan kas; 

d) Penyususnan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan 

pencairan SP2D; 

e) Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan pencairan 

SP2D dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas; 

f) Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi 

jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; 
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g) Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah; 

h) Penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik; 

i) Pelaksanaan pengadministrasian dan pelaporan pemungutan dan dan pemotongan 

PFK seluruh SKPD berdasarkan pencairan SP2D; dan 

j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2. Sub Bagian Perbendahaarn Belanja 

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja mempunyai tugas melaksanakan register atas 

SPM dan SP2D, meneliti dokumen SPM, melaksanakan proses pengesahan SPJ Gaji dan non 

gaji, melaksankan rekonsiliasi pengeluaran kas, menyusun laporan realisasi pengeluaran kas, 

menyususn laporan realisasi pengeluaran kas, meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan 

SKPP, melaksanakan koordinasi serta melakukan pembinaan terhadap SKPD. 

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan registrasi atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2Dbelanja SKPD 

di Lingkup Pemerintah Kabupaten; 

b) Pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM; 

c) Pelaksanaan proses penerbitan SP2D; 

d) Penelitian dan pemberitahuan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non 

Gaji; 

e) Pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan penerbitan SP2D dalam rangka 

pengendalian kas; 

f) Penyususnan dan pembuatan laporan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan 

penerbitan SP2D; 

g) Penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP; 

h) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan 

pembinaan terhadap SKPD; dan 

i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. 
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5. Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapakan bahan koordinasi pembinaan dan 

petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanaan proses akuntansi penerimaan kas, grestitusi 

dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan laporan 

keuangan daerah. 

Bidang Akunttansi mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana Bidang Akuntansi sesuai dengan rencana lerja Badan; 

b. Pelaksanaan proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi pendapatan dan belanja; 

d. Penghimpunan dan pengklasifikasian  serta mengolah laporan akuntansi pendapatan 

dan belanja daerah; 

e. Penelitian dan penganalisaan laporan akuntansi pendapatan dan belanja SKPD; 

f. Penyusunan laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah. 

 

Bidang Akuntansi, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas 

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas mempunyai tugas menyiapkan dan 

mengumpulkan bahan pelaksanaan klasifikasi dokumen/bukti transaksai penerimaan, 

rekonsiliasi penerimaan, penyusunan laporan penerimaan APBD semester 1 dan penyusunan 

laporan penerimaan APBD tahunan. 

Sub Bagian Akuntansi Penerimaan Kas mempunyai fungsi meliputi : 

a) Pelaksanaan pencatatan dan klasifikasi dokumen, bukti transaksi dan penggolongan 

transaksi penerimaan; 

b) Pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi dokumen/ 

bukti transaksi penerimaan kas; 

c) Penyiapan Bahan Rekonsiliasi Penerimaan dengan SKPD terkait; 

d) Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Penerimaan APBD Semester 1; 

e) Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Penerimaan APBD Tahunan; dan 

f) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
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2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas. 

Sub Bagian Akuntansi Pengeluaran Kas, mempunyai tugas menyiapkan bahan 

identifikasi, klarifikasi, verifikasi, evaluasi bukti transaksi pengeluaran yang sah, 

penyusunan laporan belanja APBD Semester 1, penyusunan laporan belanja APBD Tahuan 

dan rekonsiliasi belanja. 

Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas mempunyai fungsi meliputi: 

a) Pelaksanaan bahan identifikasi, klasifikasi, evaluasi bukti transaksi pengeluaran kas 

yang sah; 

b) Pengumpulan bahan pencatatan dan penggolongan transaksi pengeluaran; 

c) Pengumpulan bahan identifikasi, klasifikasi transaksi pengeluaran BLUD; 

d) Penyiapan Bahan Penyususna Laporan Pengeluaran APBD Semester 1; 

e) Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Keuangan APBD Tahunan; 

f) Penyiapan Bahan Rekonsiliasi Pengeluaran dengan SKPD terkait; dan 

g) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala SUB Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

6. Bidang Pengelolaan Aset 

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

dibidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, inventarisai, penggunaan, 

pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, TP-TGR serta pengendalian Aset 

Daerah. Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh kepala bidang uang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi; 

a. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelenggaraan 

pengelolaan aset daerah; 

b. Pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan pemberiaan izin penggunaan 

aset daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 

c. Penyusunan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan dbidang 

penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, 

perubahan status hukum dan TP-TGR serta pengendalian Aset Daerah; 

d. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah; 

e. Pemantauan pelaksanaan program dan administrasi pengelolaan aset daerah; 
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f. Pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang 

pengelolaan aset daerah; dan 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Bidang Pengelolaan Aset, terdiri atas: 

1. Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan. 

Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan, mempunyai tugas mengumpulkan 

bahan perumusan kebijakan administrasi dan pengamanan aset daerah, melaksanakan 

koordinasi penatausahaan dan pengamanan aset daerah, mensistematisasikan laporan aset 

daerah, mempersiapkan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah. 

Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan mempunyai fungsi meliputi : 

a) Pengumpulan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, 

inventarisasi, pengamanan, dan akuntansi aset daerah; 

b) Pengumpulan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, 

penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah; 

c) Pelaksanaan koordinasi pembinaan, perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, 

pengamanan dan akuntansi aset daerah; 

d) Pengsistemisasian laporan penatausahaan, inventarisasi dan laporan akuntansiaset 

daerah; 

e) Pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi inventarisasi dan akuntansi aset 

daerah; 

f) Pengumpulan, penganalisaan, pengevaluasian dan penyususnan laporan mutasi 

barang, laporan persediaan barang, laporan hasil pengadaan barang dan laporan hasil 

pemeliharaan barang; 

g) Pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka menyususn laporan 

mutasi barang; 

h) Persiapan dan menyususn bahan aset daerah dalam rangka penyususnan neraca 

daerah; 

i) Pengumpulan bahan perumusan kebijakan pengamanan aset daerah; 

j) Pelaksanan koordinasi dan pembinaan pengamanan aset daerah; 

k) Pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah; 

dan 

l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 

2. Sub Bidang Pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan. 
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Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan, mempunyai tugas 

mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan, penghapusan dan 

pemindahtanganan aset daerah, melaksanakan proses administrasi, pemantauan, evaluasi 

pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah, mengkoordinasikan dan 

memfasilitasi pelaksanan penghapusan, perubahan status hukum aset daerahdan tuntutan 

ganti rugi. 

Sub Bidang Pemanfaataan, penghapusan dan pemindahtanganan mempunyai fungsi meliputi 

: 

a) Pengumpulan bahan perumusan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan aset daerah; 

b) Pengumpulan bahan petunjuk pelaksanaan bahan koordinasi, pembinaan, 

penggunaan dan pemanfaatan aset daerah; 

c) Pelaksanaan koordinasi pembinaan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah; 

d) Pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan aset 

daerah; 

e) Pelaksanaan proses administrasi, pemantauan, evaluasi penggunaan dan pemanfaatan 

aset daerah; 

f) Pengkoordinasian dan memfasilitasi  pelaksanaan penghapusan, perubahan status 

hukum aset daerah dan tuntutan ganti rugi; 

g) Pengumpulan dan penganalisaan bahan pelaksanaan penghapusan, perubahan status 

hukum aset daerah dan TP-TGR; 

h) Pelaksanaan pengkajian terhadap aset milik daerah yang akan dihapus dan 

dipindahtangankan seta permasalahan keterlambatan pembayaran TP-TGR; 

i) Pengumpulan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan dibidang 

penghapusan, perubahan status hukum aset daerah serta TP-TGR; 

j) Pelaksanaan proses administrasi penghapusan, perubahan status hukum aset daerah 

serta proses TP-TGR 

k) Pengeumpulan bahan pemantauan, evaluasi dibidang penghapusan, perubahan status 

hukum aset daerah serta proses TP-TGR; dan 

l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang. 

 

3.3 Kegiatan Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

 Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penegelolaan keuangan dan asset 

daerah,Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.Adapun fungsi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut : 
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a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasar 

peraturan perundang-undangan; 

b. Pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang  pengelolaan keuangan 

dan aset daerah; 

c. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah; 

d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan tangga Badan; 

e. Penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengelolaan keuangan 

dan aset daerah sesuai dengan kewenangan Daerah; 

f. Penyelenggaraan tugas pengelolaan anggaran,perbendaharaan,akuntansi dan 

pelaporan serta asset daerah; 

g. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan 

anggaran,perbendaharaan,akuntansi dan pelaporan,pengelolaan asset daerah serta 

UPT Badan dalam lingkup tugasnya. 

h. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan; 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

3.4  Kegiatan Bantuan Dana Sosial (Hibah) Perbaikan Tempat Ibadah 

 Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Jember  yang merupakan lembaga pengelolaan keuangan daerah  di 

bawah naungan Bupati Jember dan dijadikan penulis sebagai obyek pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata.Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adapun kegiatan yang dipelajari dalam 

Prosedur Adiminstrasi  Dana Bantuan Sosial (Hibah) Perbaikan Tempat Ibadah diantaranya 

adalah : 

a. Prosedur pencairan dana Bantuan Sosial atau Hibah perbaikan tempat ibadah; 

b. Mekanisme pencairan dana Bantuan Sosial atau Hibah  perbaikan tempat ibadah; 

c. Mekanisme penyaluran/penyerahan dan Bantuan Sosial atau Hibah Perbaikan tempat 

ibadah; 

d. Monitoring dan evaluasi terhada penerima dana Bantuan Sosial atau Hibah; 

e. Mekanisme pengelolaan perbaikan tempat ibadah. 
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BAB V. KESIMPULAN 

Sebagaimana yang  telah disajikan pada halaman-halaman sebelumnya merupakan  

hasil laporan Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan selama pelaksanaan.Tujuan dari 

Praktek Kerja Nyata itu sendiri untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur 

administrasi pencairan dana bantuan sosial atau hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset (BPKA) Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pembahasan dan kegiatan selama  

Praktek Kerja Nyata,dapat disimpulkan bahwa : 

1. Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial atau Hibah Perbaikan Tempat Ibadah 

Melakukan pengajuan permohonan dana bantuan sosial atau dana hibah yang 

membutuhkan beberapa formulir.Formulir yang digunakan unrtuk pengajuan 

permohonan dana hibah adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Proposal 

dari pihak penerima bantuan sosial melalui SKPD terkait, Propsal/RAB,Persetujuan 

Bupati (SK Bupati),Surat Pernyataan (Foto copy kartu identitas,Foto copy buku 

rekening bank dan Kwitansi. 

2. Pelaksanaan Administrasi pencairan dana bantuan sosial atau hibah perbaikan tempat 

ibadah 

Pencairan dana bantuan sosial atau dana hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kabupaten Jember selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 

atau Bandahara Umum Daerah (BUD) memproses pencairan keuangan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.Nota verivikasi dari satuan kerja 

perangkat desa. 

3. Penyaluran/penyerahan dana bantuan sosial atau hibah kepada lembaga/organisasi 

berdasarkan permintaan tertulis dari lembaga/organisasi yang 

bersangkutan.Penyaluran dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu bentuk uang dan 

bentuk barang atau jasa.Sesuai dengan pengertian administrasi yaitu proses kerja 

sama dalam suatu instansi dalam rangka mencapai tujuan bersama maka dalam 

mekanisme pencairan dana bantuan sosial atau dana hibah yang dananya bersumber 

dari APBD. 
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4. Monitoring dan evaluasi terhadap penerima belanja bantuan sosial atau hibah dalam 

bentuk uang,barang atau jasa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) terkait bersama Inspektorat Kabupaten. 

5. Adapun tahap dalam mekanisme pengelolaan perbaikan tempat ibadah yaitu 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 
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